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JENEPONTO, SULSEL - Sebanyak 82 Kepala Desa di Kabupaten Jeneponto
menerima Surat Keputusan (SK) sekaligus dikukuhkan perpanjangan masa
jabatan dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Hal tersebut berdasarkan

Ketua APDESI Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sri Rahayu Usmi.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengukuhan dan penyerahan SK oleh Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri
kepada 82 kepala Desa tersebut, berlangsung di Halaman Apel Kantor Bupati
Jeneponto, Jalan Lanto dg Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,
Selasa (23/07/2024).

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Selatan
(Sulsel) Andi Sri Rahayu Usmi menyampaikan bahwa perpanjangan masa
jabatan para kepala desa ini sebelumnya memang membutuhkan perjuangan
yang luar biasa.

"Jadi perpanjangan masa jabatan teman-teman kepala desa ini memang
sebelumnya kita berjuang dan ini perjuangan yang luar biasa," ucap Andi Sri
sapaannya kepala awak media di ruangan rapat Bupati Jeneponto, Selasa (23/7).

Namun disisi lain, kata Andi Sri, terkadang ada yang berasumsi bahwa
perpanjangan masa jabatan kepala desa ini karena ingin korupsi. Padahal, tidak
seperti itu.

"Jujur ya, kepala desa itu 24 jam masa kerjanya dan kepala desa harus
melakukan konsolidasi, belum lagi visi-misinya yang harus terakomodir, nah
kalau digantikan bagaimana. Makanya kenapa kita minta perpanjangan sampai 8
tahun supaya teman-teman kepala desa tuntas di 8 tahun ini," ujarnya.

Terpenting adalah, bagaimana visi-misi dari pemerintah kabupaten, provinsi dan
pusat bisa didiakomodir. Yang kedua, lanjut Andi Sri, dalam hal penggunaan
dana desa betul-betul tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

"Saya selalu bilang ke teman-teman kepala desa jadikanlah desa ini sebagai lilin
untuk menjadi cahaya di negara kita," jelasnya.

Andi Sri berharap ini akan menjadi vitamin buat teman-teman kepala desa untuk
lebih bermanfaat lagi dalam rangka bagaimana menjalankan amanah UU.

Dirinya tak menafi, bahwa menjadi kepala desa itu memang sulit. Sebab,
terkadang diperhadapkan dengan sesuatu hal. Tidak ada jabatan yang tidak
mempunyai konsekuensi.

"Pasti ada konsekuensinya. terpenting kita berbuat baik saja, melakukan hal yang
baik dan membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah yang terbaik,"
ucapnya.

Ia juga menyampaikan terkait dana desa (DD) yang seharusnya menjadi aturan
adalah berdasarkan musyawarah desa. Olehnya itu, Andi Sri berjuang 70
peresen berilah kesempatan kepala desa untuk mengatur/mengelola 30 persen.

"Kan selama ini kepala desa itu seperti ojek ji kodong, dikasih ji uang pigiki
belanja disitu pak dih, pigiki belanja disini pak dih," bebernya.

Padahal, sebagai renungan bening bahwa sistem aplikasi sekarang itu adalah hal
yang mengurangi terkait korupsi. 'Dan kami juga selalu melakukan penyuluhan
terus-menerus kepada teman-teman kepala desa. Saya selalu tekankan kepada



teman-teman cobalah membangun sinergitas dengan APH," pungkasnya (*).


